Jansad LEGISLASI INDOWESIA Vol. 5 No. I - Maret 2008

DAMPAK SISTEM MULTIPARTAI
DALAM KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA

Oleh: Drs. Zafrullah Salim, M.H.*

Agenda Reformasi

Reformasi sebagai bagian dari perjalanan historis bangsa Indonesia untuk

mengembalikan cita-cita proklamasi seperti yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu berkaitan dengan penolakan akan
kemapanan dan konservatisme, melainkan harus dipandang dan diperlakukan
sebagai subsistem dalam proses dinamika mencapai tujuan.? Pada awal
reformasi jilid kedua (1998)3 yang ditandai dengan berakhirnya rezim
pemerintahan orde baru, Bagir Manan melihat paling tidak ada empat agenda
reformasi dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang perlu mendapat perhatian:

1.

memulihkan, agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar hak-hak
demokratis, hak-hak yang terkandung dalam prinsip negara konstitusional
dan negara berdasarkan atas hukum;

reformasi diarahkan pada usaha pemberdayaan suprastruktur dan
infrastruktur politik agar benar-benar menjadi wahana perjuangan
mewujudkan dan melaksanakan tatanan demokrasi (antara lain yang telah
diselenggarakan adalah pemilihan umum yang bebas (1999) serta
kebebasan mendirikan partai);

reformasi birokrasi atau administrasi negara (administrative reform), yaitu
melepaskan birokrasi dari ikatan politik primordial dari kekuatan politik
tertentu yang menimbulkan berbagai kecemburuan politik; dan

reformasi ekonomi, seperti peniadaan monopoli dan membangun sistem
ekonomi kerakyatan.

! Direktur Publikasi, Kerjasama, dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

2 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta, FH — Ull Press, 2003), him. 132 — 133.
3 Reformasi tahun 1998 bukan yang pertama, sebab pada waktu angkatan ‘66 mencetuskan tema
tritura (tiga tuntutan rakyat) juga diilhami oleh semangat untuk menuntut “reformasi” menyeluruh
(total) dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian esensial dari hak
konstitusional yang telah dirumuskan oleh founding fathers dalam UUD 1945.4
Peraturan perundang-undangan bidang politik tentu menggunakan prinsip
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, yang digariskan dalam konstitusi.
Hal itu sejalan pula dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik (civil
and political rights) dalam instrumen hukum internasional, yang kemudian
dimasukkan dalam amendemen UUD 1945 dengan penyisipan Bab XA “Hak
Asasi Manusia”.®

Il. Tujuan Pembaharuan Partai Politik

Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak reformasi, yang diawali
dengan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti penataan kembali
legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang
baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari.

Sejak awal tahun ini (4 Januari 2008) berlaku Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menggantikan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2002. Alasan penggantian undang-undang lama antara lain adalah
belum optimalnya UU No. 31 Tahun 2002 mengakomodasi dinamika dan
perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik (parpol) dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui UU No. 2 Tahun 2008 diharapkan
pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan
parpol, yang menyangkut domokratisasi internal parpol, transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, peningkatan kesetaraan
gender dan kepemimpinan parpol dalam sistem nasional berbangsa dan
bernegara.

4 Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

5 Butir-butir perubahan UUD 1945 demikian banyak, sehingga Ismail Sunny (guru besar em eritus FH
Ul) dalam suatu ceramahnya pernah mempersoalkan apakah masih tepat disebut sebagai UUD 1945?
UUD 1945 lama hanya terdiri dari 71 butir, sedangkan UUD 1945 baru (setelah perubahan) terdiri dari
199 butir, yang berarti perubahan dan penambahan itu sebanyak 174 butir (88 %). (lihat Machmud
Aziz, Kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, (makalah,
tidak diterbitkan, 2007).
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Di antara substansi UU No. 2 Tahun 2008 yang menarik untuk dianalisis
adalah ketentuan mengenai pembentukan parpol yang mengokohkan kembali
sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya.

I11. Pembentukan Partai Politik

Infrastruktur politik terpenting dalam negara demokrasi adalah partai
politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga
swadaya masyarakat.® Meskipun dalam kajian tentang politik belum ada
kesepakatan tentang definisi partai politik, namun hukum positif di Indonesia
mengartikan partai politik sebagai “organisasi yang bersifat nasional yang
dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”7

Perubahan regulasi yang menempatkan partai politik sebagai “organisasi
yang bersifat nasional” diharapkan dapat mengubah paradigma politik
sekelompok kecil masyarakat yang gemar mendirikan partai politik.2 Undang-
undang berfungsi sebagai “a tool of social engineering’’, dalam hal ini tujuan
regulasi partai politik dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara
mendirikan partai dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan
dimaksud antara lain melalui ketentuan mengenai “pembentukan partai politik’”

& Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan,
(Jakarta, tanpa penerbit, 2005), him. 232.

7 UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1. Definisi itu berbeda dengan UU No. 31 Tahun 2002, yaitu
dengan mengubah frasa “kepentingan anggota” menjadi “kepentingan politik anggota”, “organisasi
politik” menjadi “organisasi yang bersifat nasional”, dan menghapus frasa “melalui pemilihan umum”.
Perubahan itu sangat signifikan yang mencerminkan arah reformasi di bidang regulasi partai politik.
8 Dalam kajian politik, Miriam Budiardjo mengartikan partai politik sebagai “kelompok yang
terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan.” (Rafael Raga Maran, Pengantar
Sosiologi Politik, (Jakarta, Rineka Cipta., 2007). Definisi yang agak lebih luas dikemukakan oleh
Milton C. Cummings yang mendefinisikan “political parties” sebagai “organized groups of individuals
or other other groups who attempt to exercise power in political system by winning control of the the
government or influencing governmental policy.” (lihat Cummings dalam Encyclopedia Americana
(1980), vol. 22, him. 336). Tampaknya pembentuk undang-undang tidak berani menegaskan partai
politik sebagai sarana untuk mengantarkan para kadernya memegang kekuasaan pemerintahan,
memegang kendali pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan, walaupun dalam pikiran
para pendiri dan pegiat partai politik pada umumnya demikian.

® Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 mengharuskan kepengurusan partai politik harus mempunyai paling
sedikit 60 % dari jumlah provinsi, 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan,
dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota daerah yang bersangkutan.
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serta organisasi dan kedudukan” partai politik.*° Dengan demikian (calon) para
deklarator politik harus benar-benar berusaha memperoleh dukungan publik
secara nasional sebelum pembentukan partai diumumkan.

Di samping itu, pendaftaran partai politik ke Departemen Hukum dan
HAM untuk memperoleh status sebagai badan hukum (rechtspersoon)
mengharuskan partai politik menempuh proses penelitian dan/atau verifikasi
kelengkapan dan kebenaran semua keterangan dalam Anggaran Dasar yang
tercantum akta notaris*! dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menetapkan
status partai sebagai badan hukum.*? Regulasi yang lebih ketat tersebut mungkin
berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang banyaknya kelompok masyarakat
yang mengajukan pendaftaran partai politik. Pada tahun 2003 terdapat 112
partai politik yang mendaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk diverifikasi,
84 di antaranya memenubhi syarat diverifikasi. Dan, dari 84 partai politik yang
diverifikasi itu, hanya 50 yang memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan
hukum.®®

Jelaslah bahwa politik hukum nasional pengaturan partai politik
memberikan kebebasan warga negara mendirikan partai, dengan kebijakan
yang masih longgar dan liberal meskipun agak lebih ketat dibanding dengan
UU No. 31 Tahun 2002 yang telah dicabut.

IV. Sistem Multipartai dan Instabilitas Negara

Politik hukum yang mempertahankan sistem multipartai'* seperti tersirat
dari pengaturan mengenai pembentukan partai politik tentu telah dipertimbangkan
secara matang oleh pembentuk undang-undang. Dengan memperhatikan tipe
partai politik yang dikenal, yaitu (i) sistem partai partai tunggal; (ii) sistem dwi

0 Pasal 17 mengharuskan kepengurusan partai politik ada pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/
kota.. Selanjutnya Pasal 20 susunan dan komposisi kepengurusan partai politik pada semua tingkat
harus pula memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD/ART
partai politik masing-masing.

' UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 2.

2. UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 11.

B Oka Mahendra. Op.cit., him. 234.

4 Secara sederhana system multipartai (system banyak partai, system partai banyak, multi-party
sistem, multi partism, poly-partism) terwujud manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan
rakyat dibentuk atas dasar kerjasama dua kekuatan atau lebih, atau eksekutifnya tidak homogen.
Mayoritas mutlak demikian tidak pernah terwujud tanpa melalui kerjasama,koalisi, atau aliansi. (lihat
Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung, Algensiondo, 2006), hal. 67.
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partai; dan (iii) sistem multipartai, tampaknya pilihan yang ketiga ini paling
banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi (Eropa,
Asia, Afrika, dan Latin Amerika). Sistem kepartaian jelas tidak hanya
menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD melainkan juga
sistem pemerintahan.

Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme
dan efisiensi pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan
daerah di DPR atau DPRD, melainkan juga birokrasi pemerintahan yang harus
dipegang oleh banyak orang sebagai representasi dari partai politik yang menang
dalam pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dan
pemerintahan akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat
bervariasi.

Di antara dampak sistem multipartai yang penting untuk dicatat adalah
keharusan pembentukan pemerintahan koalisi (governing coalition), yang
dalam praktik di masa lalu banyak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk
menetapkan kebijakan stratejik karena mempertimbangkan banyak faktor. C.
Cumming menulis: “The existence of several parties can make it more
difficult to form a stable governing coalition than is the face in two-party
sistems.” Selanjutnya, “... such coalition are often fragile. At one extreme,
governments fall repeteadly, and a country with a multiparty system may
have three, or four, or more governments in one year.*®

Pada era demokrasi parlementer (1955 — 1959) apa yang dinyatakan
Cumming terbukti benar. Betapa sering terjadi pergantian kabinet, sehingga
instabilitas pemerintahan itu menyebabkan peluang untuk melaksanakan
pembangunan menjadi terabaikan. Atas dasar pengalaman seperti itu pula, pada
masa orde baru, Presiden Soeharto menempuh kebijakan sistem multipartai
terbatas, dengan mendorong fusi partai-partai politik (hasil pemilihan umum
1969) sehingga hanya ada tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI) dan pada
fraksi DPR/DPRD sederhana menjadi 4 fraksi saja (dengan mengangkat fraksi
ABRI).

Lebih jauh pandangan dan analisis ahli ilmu politik, mengingatkan pula
bahwa sistem multipartai yang dipakai sebagai sarana memodernisasikan

5 Milton C. Cumming, Op.cit., him. 339.
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masyarakat di negara sedang berkembang, relatif menumbuhkan instabilitas
dari pada di negara yang menganut sistem dua partai. Pada hakekatnya sistem
multipartai itu tidak banyak berbeda dengan tiadanya partai dalam masyarakat.
Penelitian seperti dkemukakan oleh Samuel P. Huntington yang dikutip Rusadi
Kantaprawira, memberikan gambaran tentang instabilitas akibat sistem-sistem
politik yang dianut, seperti di bawah ini:*

Distribution of Coups and Coup Attempts in Modernizing
Countries Since Independence

L Number of Country with Coups

Type of Political System Countries Number ’ Per Ceﬂt
Communist 3 0 0
One-Party 18 2 1
One-Party Dominant 12 3 25
Two Party 1 5 45
Multiparty 2 15 68
No effective Parties 17 14 83

Hasil penelitian Huntington di atas mungkin tidak memasukkan kondisi
partai politik dalam sample-nya, karena dalam masa demokrasi parlementer
dahulu dan bahkan sampai sekarang belum pernah terjadi kudeta (perebutan
kekuasaan) seperti banyak terjadi di negara lain yang menganut sistem multipartai.

V. Representasi Partai atau Rakyat?

Dampak dari sistem multipartai adalah kepentingan apa dan siapa yang
diperjuangkan di parlemen dan pemerintahan? UU No. 2 Tahun 2008
memasukkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota. Dari
sosiologi politik hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa dan negara nomor
dua. Pertanyaan yang menggelitik, apakah yang berada di DPR/DPRD itu
wakil partai politik atau wakil rakyat? Organ negara tersebut jelas bernama
Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, bukan *“dewan perwakilan partai”, yang

6 Rusadi Kantaprawira, Op.cit., him. 182.
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berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secara
keseluruhan. Maclver, dengan mengutip pandangan Nicholas (penulis abad
ke-15) mengatakan partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam
demokrasi moderen bermaksud untuk mengorganisasi pendapat masyarakat
tentang negara dan memperjuangkannya melalui partai politik. Namun setelah
mereka berada di parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil dari rakyat
(in uno compendio repraesentivo).'’

Pengukuhan sistem multipartai dengan UU No. 2 Tahun 2008 yang
diharapkan dapat mewujudkan kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan
perlakuan yang tidak diskriminatif seperti yang diharapkan oleh pembentuk
undang-undang, tampaknya masih akan diuji, sejaunmana cita-cita yang demikian
luhur itu terwujud? Nada pesimis tentang keampuhan regulasi politik mengatur
kehidupan politik dalam tatananan budaya hukum, pernah diungkapkan oleh
Daniel S. Lev, pengamat senior politik hukum Indonesia yang menyatakan bahwa
politik tidak berjalan sesuai dengan aturan, tetapi berlangsung sesuai dengan
aturan pengaruh, uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer.

" R.M. Maclver, The Web of Government, (New York, MacMillan, 1958), him. 208 — 210.

136



ARTIKEL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta
mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi
manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian
dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan
berdasarkan hukum;

bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab,
dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi
untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan
dinamika perkembangan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat
(3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal
28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

138

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan
dasar Partai Politik.

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah
peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang
hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik
yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala
bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia.

Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia.



UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

BAB I1
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh)
orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun
dengan akta notaris.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan
ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri Partai Politik;

visi dan misi Partai Politik;

nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

tujuan dan fungsi Partai Politik;

organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

kepengurusan Partai Politik;

peraturan dan keputusan Partai Politik;

pendidikan politik; dan

keuangan Partai Politik.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan
hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai

Politik harus mempunyai:

a. aktanotaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda
gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
kantor tetap;

d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah
provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada
setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus)

~TQ o ao0CoT

o
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dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang
bersangkutan; dan
e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4

(1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau
verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3 ayat (2).

(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen
persyaratan secara lengkap.

(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan
Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya
proses penelitian dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

BAB Il
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan
akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

(1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen
persyaratan secara lengkap.

(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh
Menteri.

BAB IV
ASAS DAN CIRI

Pasal 9

(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan
kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

(3) Asasdan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BABV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10

(1) Tujuanumum Partai Politik adalah:

a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
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c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

secara konstitusional.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Partai Politik berhak:

a.
b.
C.

d.
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memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
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mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur
dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota
dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

a.

S@ +® a0

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan;

memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.
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BAB VII
KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 14

Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif
bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15

Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan
menurut AD dan ART.

Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta
hak memilih dan dipilih.

Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART
serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik
apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri secaratertulis;

c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau

d. melanggar AD dan ART.

Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga
perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti
dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 17
Organisasi Partai Politik terdiri atas:

a. organisasi tingkat pusat;

b. organisasi tingkat provinsi; dan
c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
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(2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.

(3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

Pasal 18

(1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.

BAB IX
KEPENGURUSAN

Pasal 19

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota
provinsi.

(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu
kota kabupaten/kota.

(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/
desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan
wilayah yang bersangkutan.

Pasal 20
Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur
dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pasal 21
Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas
untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 22
Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui
musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 23

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai
dengan AD dan ART.

145



Jansad LEGISLASI INDOWESIA Vol. 5 No. I - Maret 2008

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat
pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak terjadinya pergantian kepengurusan.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi
pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan
belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan
ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi
pengambilan keputusan Partai Politik.

Pasal 26

(1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari
kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat
membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.

(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh
Undang-Undang ini.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 27

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara
demokratis.

Pasal 28

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan
AD dan ART Partai Politik.
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BAB XI
REKRUTMEN POLITIK

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk

menjadi:

a. anggota Partai Politik;

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan
perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD
dan ART.

BAB XlI
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 30

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau
keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Xl
PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 31

(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan
ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter
bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
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(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan.

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai
Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 33

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini
diajukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir,
dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan
negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di
kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan
Mahkamah Agung.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iurananggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa
uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang
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mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang
diterima Partai Politik berasal dari:
a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam
AD danART;
b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1
(satu) tahun anggaran; dan
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau
badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip
kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan
dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 36

(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan
pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan
program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partali
Politik.

(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui
rekening kas umum Partai Politik.

(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua
penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pasal 37

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun
anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk
diketahui masyarakat.
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Pasal 39

Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 40
(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar
yang sama dengan:
a. benderaatau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
C. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi
terlarang;
. namaatau gambar seseorang; atau
f.  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

a.

b.

melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan; atau

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

150

a.

menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam
bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak
mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan
usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan;

meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan
lainnya;atau

menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber
pendanaan Partai Politik.
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(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham
suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan
ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

Pasal 41

Partai Politik bubar apabila:

a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;

b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42

Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

Pasal 43

(1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf
b dapat dilakukan dengan cara:
a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama,
lambang, dan tanda gambar baru; atau
b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda
gambar salah satu Partai Politik.
(2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3.
(3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 44

(1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
diberitahukan kepada Menteri.

(2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.
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BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga
negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh
Departemen.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan
Umum.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/
lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai
Politik beserta anggotanya.

Pasal 48

(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal
40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan
oleh pengadilan negeri.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai
Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan
negeri paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2
(dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, pengurus Partai
Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara
kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya
oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah
Konstitusi.

Pasal 49

Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan
sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana
yang disumbangkannya.

Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/
atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari
jumlah dana yang diterima.

Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

Pasal 50

Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan
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Negara dalam Pasal 107 huruf ¢, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya
dapat dibubarkan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui
keberadaannya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada
forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan
pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini
diundangkan.

(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum
Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut
Undang-Undang ini.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan
di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan,
penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik.

(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum
Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud
diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2008 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai
hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan
kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut
peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam
kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik
masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia,
menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum
optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang
menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat
nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik perlu diperbarui.

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring
dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah
pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai
Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan
kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional
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berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan
partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian
dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu,
pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang
merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas
dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir
dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan,
cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk
berkorban bagi kepentingan bangsa.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan secara tegas larangan untuk
menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/
Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS
Nomor XXV/MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diberlakukan
dengan memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum,
demokrasi, dan hak asasi manusia.

Seluruh pokok pikiran di atas dituangkan dalam Undang-Undang ini dengan
sistematika sebagai berikut: (1) Ketentuan Umum; (2) Pembentukan Partai
Politik; (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (4)
Asas dan Ciri; (5) Tujuan dan Fungsi; (6) Hak dan Kewajiban; (7)
Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; (8) Organisasi dan Tempat
Kedudukan; (9) Kepengurusan; (10) Pengambilan Keputusan; (11)
Rekrutmen Politik; (12) Peraturan dan Keputusan Partai Politik; (13)
Pendidikan Politik; (14) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik; (15)
Keuangan; (16) Larangan; (17) Pembubaran dan Penggabungan Partai
Politik; (18) Pengawasan; (19) Sanksi; (20) Ketentuan Peralihan; dan
(21) Ketentuan Penutup.

. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan “mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan
tanda gambar Partai Politik lain” adalah memiliki kemiripan
yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan,
baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan
maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam
nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.
Hurufc
Kantor tetap ialah kantor yang layak, milik sendiri, sewa,
pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.
Hurufd
Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus 1bu
Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten
di provinsi lain.
Hurufe
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara
administratif dan periodik oleh Departemen bekerja sama dengan
instansi terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

158



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Hurufg

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Hurufi

Cukup jelas.
Huruf j
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Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang
dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik
sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.
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Hurufk
Yang memperoleh bantuan keuangan adalah Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota

Pasal 13

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Hurufg
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Hurufi
Laporan penggunaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
disampaikan oleh Partai Politik kepada Departemen Dalam
Negeri.

Huruf
Rekening khusus dana kampanye pemilihan umum hanya
diberlakukan bagi Partai Politik peserta pemilihan umum.

Hurufk
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
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Yang dimaksud dengan “forum tertinggi pengambilan keputusan Partai
Politik’”” adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan

lainnya yang sejenis.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik™ meliputi antara
lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)
pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan
tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5)
pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap
keputusan Partai Politik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “pihak asing” dalam ketentuan ini
adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau
organisasi kemasyarakatan asing.
Hurufb
Yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” dalam ketentuan
ini adalah nama dan alamat lengkap perseorangan atau
perusahaan dan/atau badan usaha.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk sumbangan dari
anggota fraksi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Penggabungan Partai Politik dalam ketentuan ini bukan merupakan
gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 tidak hilang
bagi Partai Politik yang bergabung.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan undang-undang” dalam
ketentuan ini adalah sesuai dengan undang-undang organik yang
memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk melakukan
pengawasan.

Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 4801
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